BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penyebab permohonan kasas ditolak oleh mahkamah agung adalah

a Hakim menimbang bahwa keberatan Pemohon Kasas tidak
memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun
1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang No. 3 Tahun 2009, sehingga permohonan kasasi
Pemohon Kasas ditolak;

b. Berdasarkan pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau
peristiwanya beserta pertimbangan hukumnya dapat disimpulkan
bahwasannyas MA memutuskan permohonan kasas pemohon
kasasi di tolak karena permohonan kasasi pemohon kasasi itu
tidak sah dari tahap pengadilan hubungan industrial yaitu
perkaranya dinyatakan telah ne bisin idem

2. Putusan Mgelis Hakim Mahkamah Agung ini membawa akibat bagi
kedua pihak dalam perkara tersebut. Adapun akibat hukum bagi
Penggugat/Pemohon Kasasi adalah dinyatakan telah mengundurkan
diri, yang artinya bahwa putusnya hubungan kerja Penggugat/Pemohon
Kasasi.Akibat hukum bagi Termohon Kasasi adalah membayarkan

uang pisah kepada Penggugat/Pemohon Kasasi.
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B. Saran

1. Kepada Perusahaan: Dalam ha terjadinya perselishan dengan
pekerja, alangkah baiknya dalam ha upaya menyelesaikan perselisihan
tersebut dilakukan pendekatan mangjerial. Pendekatan manajerial akan
memiliki kekuatan sendiri yang jauh lebih efektif dibanding dengan
pendekatan hukum semata karena pendekatan mangjerial lebih condong
pada pembinaan hubungan kerja antara atasan dan bawahan serta antara
karyawan dan karyawan.

2. Kepada Pemerintah: Dalam kasus persdlisihan antara pekerja dan
pengusaha akan selalu berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang
mengakibatkan putusnya sumber penghasilan utama pekerja. Untuk itu,
diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat baik itu pekerja maupun
pengusaha itu sendiri serta masyarakat pada umumnya tentang Undang-
undang Tenaga Kerja.

3. Kepada Masyarakat: Diharapkan ikut berperan aktif dalam
mengangkat hak-hak pekerja dan sekaligus membekali diri dengan
wawasan pengetahuan hukum agar tidak terjadi buta hukum sehingga pada
akhirnya dapat meminimalisir terjadinya perselisihan dalam hubungan

industrial antara masyarakat dan pengusaha.
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